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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR    …    TAHUN …

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang
	:
	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional telah ditetapkan  Peraturan Bupati  Sumedang Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa adanya penyesuaian standar biaya dalam rangka perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas  Peraturan Bupati  Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024;


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023   Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita   Negara   Republik   Indonesia    Tahun    2020 Nomor 1710);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 93) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 23);



	
	
	MEMUTUSKAN:


	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

	
	
	
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 93 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 93) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
(1) Standar Biaya tahun anggaran 2024, terdiri dari:
a. satuan biaya honorarium;
b. satuan biaya pengembangan sumber daya aparatur;
c. satuan biaya jasa;
d. satuan biaya perjalanan dinas;
e. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
f. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
g. satuan biaya pemeliharaan;
h. satuan biaya sewa;
i. standar biaya pekerjaan fisik; 
j. satuan biaya operasional dana alokasi khusus; dan
k. biaya operasional bantuan keuangan provinsi jawa barat.
(2) Ketentuan mengenai rincian Standar Biaya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan angka I tabel 1.9, tabel 1.10, dan tabel 1.11 serta ketentuan angka IV tabel 4.3 Lampiran Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 23), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



	
	
	Pasal II

	
	
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

	
	
	



Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal 

PJ. BUPATI SUMEDANG,



YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN            NOMOR 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
NOMOR … TAHUN ….
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024


I. SATUAN BIAYA HONORARIUM
B.	PENGATURAN HONORARIUM UMUM
4. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Honorarium TAPD dapat diberikan kepada tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan unsur lainnya sesuai kebutuhan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Tabel 1.9
Honorarium TAPD
	No.
	Uraian
	Satuan
	Besaran

	1.


	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

	
	a. Pembina
	Orang / Bulan
	Rp3.500.000,00

	
	b. Pengarah
	Orang / Bulan
	Rp3.000.000,00

	
	c. Ketua
	Orang / Bulan
	Rp2.500.000,00

	
	d. Wakil Ketua
	Orang / Bulan
	Rp2.000.000,00

	
	e. Sekretaris
	Orang / Bulan
	Rp1.500.000,00

	
	f. Anggota 
	Orang / Bulan
	Rp1.300.000,00



5. Ketentuan Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi (ASN/NON ASN) pada huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
a. Uang lembur
Uang Lembur merupakan kompensasi bagi ASN dan Non ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
Tabel 1.10
Besaran Uang Lembur ASN dan Non ASN
	No.
	Uraian
	Satuan
	Besaran

	Uang Lembur ASN

	1.


	Uang Lembur ASN

	
	a. Gol IV
	OJ
	Rp25.000,00

	
	b. Gol III
	OJ
	Rp22.500,00

	
	c. Gol II
	OJ
	Rp20.000,00

	
	d. Gol I
	OJ
	Rp13.000,00

	2.
	Uang Lembur Non ASN
	OJ
	Rp13.000,00



Dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) pada hari kerja maksimal selama 4 (empat) jam/hari; 
2) pada hari libur (di luar hari kerja) maksimal 10 (sepuluh) jam/hari;
3) maksimal lembur 16 (enam belas) jam/minggu; dan
4) untuk pegawai PPPK besaran uang lembur disesuaikan dengan golongan PNS.
b. Uang Makan Lembur Uang makan lembur diberikan 1 (satu) kali/hari setelah bekerja lembur minimal selama 4 (empat) jam berturut-turut. Pelaksanaan lembur harus dilengkapi dengan surat tugas, absensi dan hasil output pekerjaan yang diverifikasi oleh atasan langsung penanggung jawab kegiatan.
Tabel 1.11
Besaran Uang Lembur ASN dan Non ASN
	No.
	Uraian
	Satuan
	Besaran

	Uang Lembur ASN

	1.


	Uang Lembur ASN

	
	e. Gol IV
	OH
	Rp41.000,00

	
	f. Gol III
	OH
	Rp35.000,00

	
	g. Gol II
	OH
	Rp30.000,00

	
	h. Gol I
	OH
	Rp25.000,00

	2.
	Uang Lembur Non ASN
	OH
	Rp20.000,00



6. Ketentuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
a. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Surat Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah;
b. Dihapus;
c. Pemberian honorarium bagi tenaga Non ASN untuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan yang bersifat koordinatif dan pembentukan Tim melibatkan lintas SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah paling banyak 5 (lima) Orang dan tidak boleh menerima honorarium lebih dari 3 (tiga) kali dalam satu bulan;
d. Pemberian honorarium bagi tenaga Non ASN untuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan yang bersifat koordinatif dan pembentukan Tim mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 
e. Susunan tim kegiatan dalam kegiatan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan jenis dan karakteristik kegiatan serta hirarki penandatanganan surat perintah/surat tugas dan/atau sejenisnya;
f. Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan kepada Non ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang; dan
g. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut: 
1) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; 
2) bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah: 
a) mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati;
b) antar perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. 
3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; dan
4) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

IV. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
3. Luar Wilayah Kabupaten Sumedang 
Satuan uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar wilayah Kabupaten Sumedang diatur sesuai berikut :

Tabel 4.3
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Wilayah
Kabupaten Sumedang

	No
	Provinsi
	Satuan
	Luar Kota
	Diklat

	1.
	Aceh
	OH
	Rp360.000,00
	Rp110.000,00

	2.
	Sumatera Utara
	OH
	Rp370.000,00
	Rp110.000,00

	3.
	Riau
	OH
	Rp370.000,00
	Rp110.000,00

	4.
	Kepulauan Riau
	OH
	Rp370.000,00
	Rp110.000,00

	5.
	Jambi
	OH
	Rp370.000,00
	Rp110.000,00

	6.
	Sumatera Barat
	OH
	Rp380.000,00
	Rp110.000,00

	7.
	Sumatera Selatan
	OH
	Rp380.000,00
	Rp110.000,00

	8.
	Lampung
	OH
	Rp380.000,00
	Rp110.000,00

	9.
	Bengkulu
	OH
	Rp380.000,00
	Rp110.000,00

	10.
	Bangka Belitung
	OH
	Rp410.000,00
	Rp120.000,00

	11.
	Banten
	OH
	Rp370.000,00
	Rp110.000,00

	12.
	Jawa Barat
	OH
	Rp430.000,00
	Rp130.000,00

	13.
	D.K.I Jakarta
	OH
	Rp530.000,00
	Rp160.000,00

	14.
	Jawa Tengah
	OH
	Rp370.000,00
	Rp110.000,00

	15.
	D.I Yogyakarta
	OH
	Rp420.000,00
	Rp130.000,00

	16.
	Jawa Timur
	OH
	Rp410.000,00
	Rp120.000,00

	17.
	Bali
	OH
	Rp480.000,00
	Rp140.000,00

	18.
	Nusa Tenggara Barat
	OH
	Rp440.000,00
	Rp130.000,00

	19.
	Nusa Tenggara Timur
	OH
	Rp430.000,00
	Rp130.000,00

	20.
	Kalimantan Barat
	OH
	Rp380.000,00
	Rp110.000,00

	21.
	Kalimantan Tengah
	OH
	Rp360.000,00
	Rp110.000,00

	22.
	Kalimantan Selatan
	OH
	Rp380.000,00
	Rp110.000,00

	23.
	Kalimantan Timur
	OH
	Rp430.000,00
	Rp130.000,00

	24.
	Kalimantan Utara
	OH
	Rp430.000,00
	Rp130.000,00

	25.
	Sulawesi Utara
	OH
	Rp370.000,00
	Rp110.000,00

	26.
	Gorontalo 
	OH
	Rp370.000,00
	Rp110.000,00

	27.
	Sulawesi Barat
	OH
	Rp410.000,00
	Rp120.000,00

	28.
	Sulawesi Selatan
	OH
	Rp430.000,00
	Rp130.000,00

	29.
	Sulawesi Tengah
	OH
	Rp370.000,00
	Rp110.000,00

	30.
	Sulawesi Tenggara
	OH
	Rp380.000,00
	Rp110.000,00

	31.
	Maluku
	OH
	Rp380.000,00
	Rp110.000,00

	32.
	Maluku Utara
	OH
	Rp430.000,00
	Rp130.000,00

	33.
	Papua
	OH
	Rp580.000,00
	Rp170.000,00

	34.
	Papua Barat
	OH
	Rp480.000,00
	Rp140.000,00

	35.
	Papua Barat Daya
	OH
	Rp480.000,00
	Rp140.000,00

	36.
	Papua Tengah
	OH
	Rp580.000,00
	Rp170.000,00

	37.
	Papua Selatan
	OH
	Rp580.000,00
	Rp170.000,00

	38.
	Papua Pegunungan
	OH
	Rp580.000,00
	Rp170.000,00




Pj. BUPATI SUMEDANG,




YUDIA RAMLI
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